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ALUR PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pemindahan lbu Kota Negara Ditinjau
Dari Aspek Hukum dan Konstitus
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2. Ragam Masalah dalam UU |KN
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Konstruksi Pemindahan Ibu Kota Negara
Ditinjau dari Aspek Hukum dan Konstitusi
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Frasa "|Ibu Kota Negara

dalam UUD 1945

‘ e
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Pasal 2 ayat (2): Pasal 23G ayat (1):
“Majelis Permusyawaratan Rakyat "‘Badan Pemeriksa Keuangan
bersidang sedikitnya sekali dalam berkedudukan di Ibu Kota

lima tahun di Negara, dan memiliki
Ibu Kota Negara.” perwakilan di setiap provinsi.”

denny@integritylawfirm.id
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Pengaturan lbu Kota Negara dalam Sejarah Indonesia

. UU Nomor 11 Tahun 1990
pRneiap UU Nomor 10 Tahun 1964 e

Nomor 2 Tahun 1961

* Penpres 2/1961 tentang
Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta
Raya

» Kemudian menjadi UU
PNPS Nomor 2 Tahun

 Tentang Susunan
Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota
Negara Republik
Indonesia Jakarta
UU ini kemudian

 Tentang Pernyataan
Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta Raya Tetap

Sebagai Ibu Kota Negara
Republik Indonesia

I EUREINERELEE
1961 mencabut dua UU

sebelumnya

denny@integritylawfirm.id



PENGATURAN IBU KOTA NEGARA PASCA REFORMASI

UU NOMOR 34 TAHUN 1999 UU NOMOR 29 TAHUN 2007

tentang Pemerintahan Provinsi tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Negara Republik Indonesia sebagal Ibukota Negara
Jakarta Kesatuan Republik Indonesia




Project IKN = Indonesia machtstaat atau

rechtstaat?

Ibu Kota Negara
Merupakan Produk
Undang-Undang

Pemindahan Ibu Kota Negara idealnya

dilaksanakan dengan penyusunan dan

pengundangan UU terlebih dahulu, baru
melakukan penunjukkan lokasi, dsb.

Fakta yang terjadi, Presiden melaksanakan
project nya terlebih dahulu, UU IKN
menyusul kemudian.
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JokOW| Mmta Izm Pmdahkan Ibu Kota ke -y JOkOWI Mohon Izin Pmdahkan Ibu Kota Negara ke
Kalimantan o3 Pulau Kalimantan

e Athika Rahma 4 Share --; Reporter: Muhammad Hendartyo
'@ 15 ~ou 2019, 11:00 WIB OB Editor: Rahma Tri

® Jumat, 16 Agustus 2019 11:01 WIB
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Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang Tahunan MPR Tahun 2019 di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/7/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden
dalam rangka HUT Ke-74 Republik Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)
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Pembahasan Kilat RUU IKN dan Kepentingan

Tersembunyi dibaliknya.

Perencanaan |IKN dibuat sangat cepat (buru-buru). Hanya dalam waktu 40 hari sejak panitia RUU IKN dilantik
(7 Desember 2021), RUU IKN telah disahkan menjadi UU. (18 Januari 2022)

Berdasarkan laporan Panitia Khusus RUU IKN, 8 fraksi setuju RUU IKN menjadi UU d(PDI, Golkar, Gerindra,
Nasdem, Demokrat, PAN, PKB dan PPP) dan 1 fraksi tidak setuju hasil pembahasan RUU IKN (PKS).

Presiden Jokowi melalui pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 mencanangkan pembangunan ibu kota
baru di Kalimantan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan tambahan bahwa daerah yang akan dijadikan
sebagai Ibu Kota adalah Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara.

Proses perancangan RUU pun dibuat secara kilat. Pembentukan Pansus pada 7 Desember 2021, proses
konsultasi publik pada 11 Januari 2022, kemudian dilanjutkan dengan membentuk Pansus dan masuk sidang
Paripurna pada 18 Januari 2022.

Menimbulkan dugaan bahwa terdapat kepentingan tersembunyi sebagian orang dalam percepatan pengesahan
IKN. ) =

denny@integritylawfirm.id



MK di Jinakkan?

Bertubi-tubi UU IKN Digugat ke MK oleh
Sopir hingga Purnawirawan Jenderal

Andi Saputra - detikNews

® 25 komentar
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llustrasi Mahkamah Konstitusi (Ari Saputra/detikcom)

CdNN] Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan Gaya Hidup

Indonesia

Ketua MK Anwar Usman Segera Menikah dengan
Idayati Adik Jokowi

CNN Indonesia

Bagikan : 0 Q

e
"
ENNY NURBANINC
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Pemindahan IKN harus Meaningful

Participation

Mahkamah Konstitusi Galau,
UU Cipta Kerja Kacau Balau

Denny Indrayana

Gy Besar Hokum Tora Negara: Senkor Partoer Iinsegeity Lace Firm

Kamis, 25 November
2021, Mahkamah Kons
titusi membacakan 12
putusan terkait dengan
konstitusionalitas
Undang- Undang Nomor
Il Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

anya satu permohonan yang di
l l kabulkan sebagian. Sebelas per
kara lain tak diterima: satu ka

rena dianggap tidak mempunysi kedu
dukan hukum (egal standing), 10 karena
dianggap sudah “kehilungan obyek
Yang paling menarik perhatian, dan
menimbulkan perdebatan, adalah pu
tusan 91/PUU-XVIL 2020 (Putusan 91)
yang menyebabkan UU Cipta Kerja
menjadi inkonstitusional bersyarat (cor
ditionally

Apresiasi

Putusan 91 patut men athan apre
siasi karena untuk pertama kali MK

mengabulkan Wi formil suatu  un

neonstitutional)

dang-undang Sebelumnya, sejak tahun
2003 hingga sebelum dibacakannya Pu-
tusan 91, terdapat 69 pengujian formil
dan tak ada satu pun y
MK. Padahal, banyak proses legislasi kita
yang problematik, misalnya disahkan
tanpa  memenuhl  kuorum  kehadiran
atau karena minim melibatkan publik
Putusan 91 adalah landmark decision
dalam makna, proses legislasi harus
mendapat perhatian serius dan sama
pentingnyu
dang-undang itu sendiri. Proses legisiasi

ang dikabulkan

dengan  substansi  un
yvang mengabaikan asas-asas, misalnya
akan menyebabkan undang-undang itu
dianggap bertentangan dengan UUD
1945, dan tidak mempunysi kekuatan
mengikat. Putusan 91 juga menegaskan
setiap rancangan undang-undang (RUU)
wajib memiliki naskah akademik
paling melegakan, MK akhimya
sadar banyaknya praktik manipulasi par
tisipasi publik. MK menilai parameter
partisipasi publik haruslah be benar
bermakna (meaning
Oleh sebab itu, ke
formalitas dan seremoni belaka tidak

participation
stan yang hanya

boleh dianggap sebagai partisipasi pub
lik. MK mencgaskan, "Partisipasi ma
syarakat yang lebih bermakna tersebut
setidaknya memenuhi tiga prasyarat, ya
itu, pertama, hak untuk didengarkan
pendapatnya (right to be heard), kedua
hak untuk dipertimbangkan pendapat
nva (right to be considered); dan ketiga,
hak untuk mendapatkan penjelasan atau
jawaban atas pendapat yang diberikan
(right to be exg wd)

Better late than never. Lebih baik

terlambat daripada tidak sama sekali
Seandainya MK juga menerapkan prin
sip partisipasi publik yang setara ni
lainya, akan banyak kepentingan kon
stitusional publik yang disela kan
Dengan standar vang sama, harusnva
upt fornul perubahan UU Komisi Pem
berantasan Korupsi (KPK) dan UU Mi
neral dan Batubara (Minerba) yang s
jatinya menthilkan partisipasi publik ju

F Wil ¢ talkan karena menelikung

daulat rakyat, dan karena itu berten
tangan dengan prinsip dasar konstitus)
dan demokmsi. Di kedua perubahan Ul
ity, tanpa pembatalan oleh MK, yang
dimenangkan dan tersenyum lebar ada-

lah kekuatan oligarki yvang koruptif

Kekacauan serius

Meskipun periu diapresiasi, Putusan
91 jugn mempunynsi persoalan serius
vang berbahayva bagl kelangsungan not
ma hukum di ingkup cipta kerja. Karena
MK wvang gamang dan galau, impl
mentasi UL Cipta Kerja menjadi kacau

balaw. Paling tidak ada dua kekacauan
ius vang lahir akibat dan kegalauan
Putusan 91
Pertama, Putusan 91 menghadirkan
impunitas  konstitusional  selama
maksimal dua tabun bagl ke
seluruhan substansi Ul
Cipta Kerju. MK berargu
men, substansi Ul '
Kerja sudah berubah de
ngan Putusan 91, maka up
materiil atas UU Cipta
Kerja tidak bisa dilakukan
karena telah “kehilangan
obyek”™. Hal demikian tenty
saja sargot berbahava dan ti
dak tepat. Karena Amar ke-4
gan legas men
Cipta Kerja paling tidak
na dua tahun, me wun pada saal
ang sama dinyatakan inkonstitusional
Bagaiman nungkin

dang-undang vang

itusionalitasny

bisa diwgl maten kon
Lain halnya jika putusan MK menya
takan UU Cipta Kerja ber
ngan UUD 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sejak diba

ntangan de-

cak Maka | r, bahwa obyel
upian materid teiah Al
rena putusan MK masih mem
leransi masa hidup maksimal dua tat
kepada UU Cipta Kerja, maka menya
takan uji materi tidak bisa dilakukan
karena “kehilangan obvek™ menjadi
UU Cipta Kerja sebagai satu-sat
undang-undang yang tidak dapat d
isinya, meskipun masih beriaku

Kedua, sebenar
anch dengan putusa
bersvarat  (condit
falam Putusan

sudah berulang kali memberikan ke

ronall

usan demikian. Apalagi, logika mem

wriakukan sementara
suatu undang-un
vang dinyatakan inkonsti
tusional memang |
pertama Ka dila

MK. Misalnya, MK

bent wakt

lakunya pengadila

i tindak

pidana korupsi (tipi
kor)—meskipun Pasal 53 Ul
KPK-nya dinyatakan inkon
stitusional (
012-016-019PLULU-IVA
Logika yang
Kesan in wsisten |
Ytihad MK untuk r
dan kekacauan hukum
ngan tetap memperhatikan
wpek keadilan dan keman
an, bukan hanya kepasti
an hukum. Jadi memberi ru
ang maksimal dua tahun un
tuk tetap berlakunya UU Cip
ta ,  walaupun telal

nyatakan  inkonstitusional

dapat dibaca sebagai toleransi
MK agar tak terjadi kekacauan
wikum karena telan
jur banvax aturan
pelaksansan, dur
telah diimple
mentas:
kannya
U Cipta
Kerja da

lam berba

cau balau ketikn MK menambs
15 dan Amar ke-7 yang
gala tindakan kebi

pertimbangan 3.2(
menangguhkan sega

}

bersifat strategis dan |

akan vang ber

dampak luas Penangguhan  tinda
kan kebijakan demikian menimbulkan
banyak persoalan vang tidak sederhana
Pertama, buat apa MK memberia
kukan UU Cipta Kerja vang dinyvata-
nnya inkonstitusional kalau hanya un
vang tidak strategis dan tidak

k luas Kalau hanya ur

rusan  yang remeh-temeh  demik
UU Cipta Kerja tidak diperiukan dan
lebih bagus dibatalkan seketika saja tan

pa waktu toleransi dua tahun

Kedua, Pasal 4 UU Cipta Kerja meng
atur bahwa ruang lingkup kerja Ul
Cipta Kenja adalah kebijakan strategis
logikanya pasti berdampak luas
jemikian, m
an tindakan, kebijakan UU Cipta

hkan e

K vang bersifat strategis, ber

nda pelaksanaan keseluruhan

na. Konsekuensinya, masa

ansi dua tahun tak diperfukan lag

Sebab, untuk apa pula memberiakukan

§ yang inkonstitu
sional, padahal seluruh pelaksanaannya

suatu undang-undan

ditangguhkan?”

Last but not least, yang paling kacau
balau dari adanya Amar ke-7 adalah
tindakan /kebijakan
strategis berdasarkan UU Cipta Kerja

Karena semua

dun aturan pelaksansannya harus di
tangguhkan, sedangkan aturan-aturan
lama masih tidak dapat digunakan ka
rena telah diubah atau dicabut UL Cipta
Kerja yang masih berlaku

Akibatnya, akan timbul kekosongan
tindakan /kebijakan strategis dan ber

luas di bidang cipta kerja. Dasar

hukumnya masih berlaku, tapi harus
ditangguhkan pelaksanaan tindakan, ke
bijakan hukumnya. Untuk bidang cipta
kerja vang pastilah sangat penting dan
menyangkut hajat hidup orang banyak
putusan yang demikian tentu saja adalah
kekeliruan yang fatal dan mendasar

Solusi

Bagaimanapun Putusan 91 sudah di

tert an, final, dan mengikat (final and
7). Maka, pembuat undang-un

dang (Presiden, DPR, dan DPD) harus
segera melaksanakan putusan MK ter
sebut dengan memperbaiki pembuatan
UL Cipta Kerja

Langkah pertama adalah menyusun
sturan baku di dalam Undang-Undang
No 12 Tahun 2011 jo Undang- Undang N¢
15 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan, yang
mengakomodasi model omn

Selanjutnya, proses legislasi harus
mengoreksi kekurangan-kekurangan
yang dipersoalkan oleh MK, termasuk
soal urgensi partisipasi publik yang be
tul-betul nyata dan bermakna

Langkah cepat pembuat undang-un
dong tidak bisa ditunda lagi karena
kekosongan dasar untuk tindakan ke
bijakan strategis harus segera dicarikan
solusinya. Yang jugn tidak boleh di
upakan, meskipun MK hanya menyoal
proses pembuatannya, tetapi karena se
muanva akan diulang kembali-—terlebih
dengan syarat partisipasi publik yang
bukan formalitas semata—pembahasan
lagi materi UU Cipta Kerja menjadi tidak
terhindarkan

Ujungnya harus diperjuangkan lahir
nva undang-undang vang tidak hanya
menjamin iklim investasi yang sehat
tetapi juga mengabdi pada kepentingan
publik pemilik Republik. Cukuplah se
kali MK dibuat galau karena UU Cipta

Kerja yang kacau u

b idik_kompas.id/internasional
@ Baca artie! lainnye
seputar Intemasiona

& Kompas id dengar

0] meminda: OR Code

* Publik participation harus dilaksanakan dalam pemindahan lbu
Kota Negara;
* Publik participation harus meaningful participation bukan
manipulative participation; (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020
» Meaningful Participation:
= Hak untuk di dengarkan Pendapatnya (Right to be heard),
= Hak untuk dipertimbangkan pendapat-pendapatnya (Right to
be considereqd);
= Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas
pendapat yang diberikan (Right to be explained).

 Putusan Cipta Kerja sebagai landmark decision uji formil harus

dijadikan pembelajaran agar semua kebijakan Pemerintah
melibatkan partisipasi publik yang nyata bukan tidak lagi
manupulasi;

* [KN apakah sudah meaningful participation?

denny@integritylawfirm.id
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Waktu Pemindahan lbu Kota = Masalah Politik - Ekonomi

* Permasalahan apakah saat ini tepat dilakukan
pemindahan Ibu Kota merupakan permasalahan
politik - ekonomi bukan hukum;

* Presiden dapat mengusulkan pemindahan IKN
namun keputusan tidak boleh dilakukan secara
unilateral, harus menerapkan konsep check and
balances;

* Partisipasi masyarakat harus dilaksanakan dalam
pemindahan Ilbu kota yg menganut meaningful
participation.

denny@integritylawfirm.id
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MASALAH DALAM UU IKN

1 2 3 4
Bentuk Pemerintahan Implikasi yang dihadapi Proses pemindahan lbu Pemindahan Ibu Kota
yang Ambigu, oleh DKI Jakarta sebagai kota yang sangat cepat Negara adalah proyek
Pemerintahan Daerah daerah yang berpotensi abai terhadap yang sangat besar
atau Setara kekhususannya dimiliki pertimbangan aspek sehingga rawan terhadap
Kementerian? karena kedudukannya politik, ekonom, korupsi
sebagai Ibu Kota Negara lingkungan, jumiah
penduduk, jalanan macet
dll
5 6 8
IKN masuk rezim Pemda Lahan IKN yang berasal dari wilayah - Pengesahan pindah status IKN
- yang L dari wiiay Terdapat potensi pertentangan eéngesanan pindan status
namun Kepalanya dipilih tambang yang masih memiliki kewajiban ¥ e dari Jakarta, tidak cocok diatur
eh Presid . _ materi: Kepala IKN memiliki b
ole | resiaen. reklama§| dgn pasca tambang. Apabila kedudukan setingkat Menteri - oleh P.erpres (beschikking)
Potensi bertentangan tanahnya} ingin diambil oleh negara, maka Kementerian Negara sudah mestinya dengan aturan
dengan pasal 18 ayat (4) harus d|I|mp§hkan. Lantas negara yang membatasi Menteri hanya 34. (regeling).
UUD 1945 bertanggung jawab atas kewajiban di atas (Bertentangan dengan UU

dan pemegang IUP dilepaskan begitu saja?.

Kementerian Negara).

14 —
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1 Pemerintahan Daerah atau Kementerian

- Terdapat ambiguitas terkait IKN sebagai satuan Pemerintahan
setingkat Pemerintah Daerah Provinsi namun dipimpin oleh
pejabat setingkat Menteri.

- Akan berdampak kepada regulasi yang dikeluarkan. Apakah
dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Menteri?

—-Kepala IKN setingkat Menteri juga berpotensi bertentangan
dengan UU Kementerian Negara, karena telah membatasi
Menteri hanya 34;

- Hati-hati dengan pengelolaan APBN, karena IKN akan sangat
banyak menggunakan anggaran sebagai lbu Kota. APBN
Indonesia saat ini masih terjepit di tengah pengeluaran besar
untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi setelah
pandemi covid-19
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i
KOTA NUSANTARA (BADAN OTORITA)

Salah satu klausul dalam UU Ibu Kota Negara adalah mengenai
Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus yang akan
diselenggarakan oleh sebuah badan otorita, sebagaimana
tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 juncto Pasal 1 angka 9 UU IKN
sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 UU IKN:

Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu
Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu
Kota Negara.

Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN:
Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang
menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

denny@integritylawfirm.id



UU IBU KOTANEGARA

PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI BADAN
OTORITA IBU KOTA NEGARA DALAM UUIKN

Pasal 1 angka (10) UU IKN:

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Pasal 4 ayat (1) huruf bUU IKN:

Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara

Pasal 5 ayat (4) UU IKN:

Kepala Otorita Iou Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus |bu Kota Nusantara yang berkedudukan
setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 9 ayat (1) UU IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin olen Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala

Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi
dengan DPR

Pasal 10 ayat (1) UU IKN:

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat
kembali dalam masa jabatan yang sama.

denny@integritylawfirm.id
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IBU KOTA TANPA PILKADA?

Hal lain yang diatur dalam UU IKN adalah tidak ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk
Pemerintahan Khusus Khusus IKN, dikarenakan semuanya akan ditunjuk langsung oleh
presiden yang menjabat.

Pasal 9 ayat (1) UU IKN:

Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden
setelah berkonsultasi dengan DPR

Pasal 10 ayat (1) UU IKN:

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat
ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

$

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU IKN:
S Mekanisme pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota
- .::'.f S Nusantara dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya.

-

-
o i Kemudian dalam Pasal 13 UU IKN, dikecualikan dari ketentuan PUU yang mengatur daerah
s pemilihan dalam pemilihan umum dimana IKN hanya turut serta dalam Pilpres, Pileg DPR,

K .
dan Pileg DPD.
~5 1 aany 18 =—
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Implikasi Terhadap DKI Jakarta

» Pemindahan lbu Kota Negara tidak lantas mengubah kekhususan DKI Jakarta karena
bagaimanapun tergantung pada pilihan politik pembentuk Undang-Undang. Artinya, bisa
saja DKI Jakarta tetap menjadi daerah khusus dengan alasan-alasan historisnya sebagai

bu Kota Negara.

» Pasal 18B ayat (1) UUD 1945:

‘Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

 Selama masih berstatus khusus, secara konstitusional Jakarta tidak akan mengalami
banyak perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerahnya.

* Namun, jika kekhususan Jakarta tidak lagi diberikan, maka Jakarta akan tunduk pada
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.




Gejolak Politik ditengah Proses Pemindahan Ibu Kota Negara

* Pemindahan lbu Kota Negara membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

 Ada kemungkinan pemerintahan berikutnya (Presiden — DPR — DPD) sepakat untuk tidak
melanjutkan proses pemindahan Ibu Kota Negara (Saat ini dilakukan dengan sangat
tergesa-gesa)

 Karena dasar hukum pemindahan Ibu Kota adalah UU, maka penghentiannya juga dapat
dilakukan dengan UU.

» Meskipun pemindahan Ibu Kota Negara dibatalkan dengan UU baru ditengah jalan.
Namun, pembangunan infrastruktur dengan konsep Public Private Partnership (PPP) tetap
akan berjalan. Karena dalam konsep PPP, Pemerintah mendudukkan diri dalam hubungan
Business-to-Business.
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Selalu ada harga yang disesuaikan
atas setiap penyuapan terhadap
aparat. Korupsi dapat membuat
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UU KPK TERBARU

LALU LINTAS UANG DAN
PERSETUJUAN DALAM
PROYEK PEMINDAHAN

IBU KOTA INDONESIA

N

oRI

1. KPK dibawah eksekutif (tidak lagi lembaga negara
iIndependen);

2. Pimpinan KPK tidak lagi penanggung jawab tertinggi;

3. Dewan Pengawas: izin penyadapan; izin
penggeledahan; izin penyitaan; boleh rangkap jabatan;
tidak ada larangan bertemu tersangka.

4. Korupsi yang menjadi perhatian masyarakat bukan lagi
kewenangan KPK;

5. Harus berkordinasi dengan kejaksaan dalam hal
penuntutan;

6. Pegawai KPK menjadi ASN;

/. Kewenangan supervisi berkurang karena hilangnya
pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk
melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahaan

terhadap instansi yang menjalankan tugas dan
wewenang melakukan pelayanan publik.

22 —
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Adakah Hidden Agenda?

Anggaran dana yang dibutuhkan mencapai 466 Triliun
dan akan mengambil 20% dari APBN.

Pendanaan IKN yang telah jungkir balik: beberapa
investor mundur. (dari lebih besar investor, jadi lebih
besar APBN:

Terdapat wacana public funding dari rakyat.

Reklamasi dan pasca tambang terhadap lahan
tambang yang dijadikan sebagai wilayah IKN. Menjadi
tanggung jawab siapa? Apakah Pemerintah sebagali
pengambil alih lahan? Apakah pemegang IUP dilepas
begitu saja?

Bagaimana dengan “bagi-bagi proyek™?

denny@integritylawfirm.id

Kompas.com / Berita / Nasional

Jokowi: Pembangunan IKN Butuh Rp 466 Triliun, 20 Persen

Diambil dari APBN
Kompas.com - 15/03/2022, 08:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan
ibu kota negara ( IKN) ) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,

mencapai lebih dari Rp 460 triliun.

Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Hitungan sementara 466 triliun rupiah, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti
berasal dari APBN," kata Jokowi saat berkemabh di titik nol IKN Nusantara,
dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

HARIAN KOMPAS KOMPASTV LIVE RADICEY

KOMPAS

HEW HEW MEW HEW
TREN HEALTH FOOD EDUKAS]I PARAPUAN MOMNEY UMKM TEKNO LIFESTYLE HOMEY

Pembiayaan pembangunan IKN

Menurut hitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 466,9 triliun.

Presiden Jokowi mengatakan, seluruh anggaran untuk membangun kawasan
inti IKM akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).

Kawasan inti yang dimaksud yakni kompleks Istana Kepresidenan dengan
gedung-gedung kementerian yang akan dibangun di tahap awal.

"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya (pembangunan IKN)
dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung
kementerian, memang itu semuanya dari APBN,” kata Jokowi saat memberikan
sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat,
Selasa (22/2/2022).




IMPLIKASI TERHADAP ATURAN LAINNYA

UU 10/2016 tentang Penetapan PERPPU

1/2014

PP 59/2013 tentang Pengamanan Presiden, Wakil
Presiden, Mantan Presiden, Mantan Wakil Presiden
beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat
Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

UU 3/2002 tentang
Pertahanan Negara

PP 68/2014 tentang Penataan

UU 26/2007 tentang

Wilayah Pertahanan Negara

Penataan Ruang

UU 5/1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU 41/2009 tentang Perlindungan Tanah
Pertanian dan Pangan Berkelanjutan

PP 23/2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga
Asing Non Pemerintah dalam
Penanggulangan Bencana

PP 22/2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana

PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Perpres 1/2019 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana

Perpres 17/2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana dalam Keadaan Tertentu

UU 24/2007 tentang

Penanggulangan Bencana

UU 33/2009 tentang Perfilman

UU 3/2022 tentang IKN

UUD NRI
1945

denny@integritylawfirm.id

UU 29/2007 tentang Pemerintahan DKI

Jakarta sebagai Ibukota NKRI

UU 23/2014
tentang

UU 23/1999
tentang

UU 24/2004 tentang
Lembaga Penjamin

UU 21/2011 tentang
Otoritas

UU 39/2008
tentang

UU 16/2004 tentang
Kejaksaan Republik

UU 14/2008 tentang
Keterbukaan Informasi

PP 12/2008 tentang
Pedoman Penyusunan
dan Tata Tertib DPRD
Provinsi, Kabupaten, dan
Kota

PP 17/2018 tentang
Kecamatan

PP 24/2018 tentang
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

PP 33/2018 tentang
Pelaksanaan dan
Wewenang Gubernur
sebagai Wakil
Pemerintahan Pusat
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

No. Peraturan Perundang-Undangan Keterkaitan
1. | Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 2 ayat (2): Majelis Permusyawaratan Rayat bersidang sedikitnya sekali
dalam lima tahun di Ibu Kota Negara
Pasal 23G ayat (1): Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota
Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
2. | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Terdapat 27 Pasal yang harus diubah atau disesuaikan apabila Ibu Kota

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur

3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pasal 399 harus diubah atau disesuaikan karena secara jelas menyebutkan
Pemerintah Daerah “Provinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta”
4, | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank | Pasal 5 ayat (1): Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik
Indonesia Indonesia
Pasal ini harus diubah atau disesuaikan mengingat adanya wacana Lembaga
negara di bidang ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta
5. | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pasal 3 ayat (1): LPS berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal ini harus diubah atau disesuaikan mengingat adanya wacana Lembaga
negara di bidang ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta

denny@integritylawfirm.id
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 3 ayat (1): OJK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Pasal ini harus diubah atau disesuaikan mengingat adanya wacana Lembaga
negara di bidang ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara

Pasal 2: Kementerian berkedudukan di Iou Kota Negara Republik Indonesia

Pasal ini harus diubah atau disesuaikan mengingat adanya wacana Lembaga
negara di bidang ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 4 ayat (1): Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik

Pasal 24 ayat (2): Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Ibukota Negara

10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang
Perfilman

Pasal 58 ayat (2): Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

Dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang lain
terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara.

denny@integritylawfirm.id

26 —



1.

KESIMPULAN

Konstruksi Pemindahan Ibu Kota saat ini menjadikan Indonesia
seakan negara machtstaat, bukan rechtstaat, karena projectnya
dieksekusi terlebih dahulu, dasar hukumnya dibuat kemudian.
Penyusunannya pun sangat cepat dan tidak taat pada kaidah
meaningful participation.

UU IKN saat ini mengandung banyak masalah, seperti Bentuk
pemerintahan IKN yang ambigu, implikasi kekhususan Jakarta,
Proses pemindahan lbu Kota yang sangat cepat, potensi korupsi
vg tinggi, masuk rezim Pemda namun kepalanya dipilih oleh
Presiden, tanggung jawab reklamasi dan pasca tambang,
kedudukan kepala |KN setingkat Menteri, Pengesahan
pemindahan lbu Kota atas dasar Perpres; dll.

denny@integritylawfirm.id




REKOMENDASI

Mengembalikan pemindahan lbu Kota sesuali
dengan kaidah hukum. Tentu dengan melihat
urgensi dan momentum yang tepat, serta
penyusunan norma-norma Yyang dilakukan
dengan menyerap meaningful participation. Hal
Ini bisa dilakukan dengan Judicial Review

ataupun Legislative Review.

denny@integritylawfirm.id
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